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PERATURAN FEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 20158

TENTANG

MAKAJEMEN PEGAWA] PEMERINTAIL DENGAN PERJANJIAN KERJA

Menirmbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN FAHMAT TUHAN YAWG MAHA ESA

PEESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-
Undang Momer 5 Tahun 201 4 tentang Aparatur Sipl Negara,
perlu menctapkan  Peraturan  Pemerintah lentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keejs;

1. Pasal 5 avac (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik

[ndonesia Tahun 1945;

fnd

Undang-Undang Namor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Megara [Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2014 MNomor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor S4494);

3. Peraturan Pemerintah Nomer L1 Tahun 2017 tentang
Mansjemen Pegawal MNeperi Sipil (Lembaran Negara
Frepublik Indongsia Tahun 2017 Nomor 63, Tembahan
Lembatan Negara Republik Indenesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN,

PERATURAN PEMERINTAH TEMNTANG MANAJEMEN
PECAWAL PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Bapl. ..
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Fasal 1

Dalam Peruiuran Pemennlah ind yang dimaksud dengan.:

L.

Manajemen Pegawsi Pemerintah denpan Perjaniian
Kerja adalah pengelalaan pegawai pemerintah dengan
perjanjian  kerja untuk  menphesidkan  pegawal
pemerintah dengan perjzgnjian kerja yang peofesional,
memiliki nilal dmaar, ouka profeei, bebas  dart
intervensl politik, bersih dan prakick korpsi, kolasi
dan nepolisme.

Aparatur Sipil Negara yvang selanjutnys disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawal Megeri Sipil dan pocgawal
pomenntaly dengan perjanjian kerja yang bekerjs
pada instansi pomerintah.

Pogawar Aparatur Sapil Nepara yang selanjutoys
disebat Pegawal 45N adalah Pegawai Negeri Bipil dar
pegawal pemerintah denpan porjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina keopepawaian dan
diserahi tugas dalum sustu jabatan pemerintahan
atau  diserahi tugas nepara lainnya dan  digaj
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawz Femerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanmuinya disingkat PPPK adalah warga negaca
Indemesia yang memenuhl syarat tertentya, yang
dianpgkatl berdasarkan pepanjian korja untuk jangka
wakin tertenty dalam ranpka melaksanslkan tugas
permerinilahan.

Jabatan adaial kedudukan yvang menunjukkan
tugas, tangpung jawab, wewenang, dan hak sescorang
prEgawal ASMN dalam suatu satuan organsas.
Jabalan Pimpinan Tinge vang selanjutnya disinglkal
JFT adalah sekelompnl jubatan tingegi pada instansi
pemerintah,

7. Pejabat . . .
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Fejabal Punpinan Tinggi adalah Pegawai ASN vang
menduduk: JPT.

Jabatan Fungsional vang selanjulnya disimgkat JF
adalah sckclompok jabatan yang berisi fungs: dan
tupas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahban dan  keterampilan
ferientey.

Pejabal  Fungsional  adalah Pegawar ASN yang
mendudukn Jabatan  Fungsional pada  instanm

pernerintal.

. Kompetensi Manajerial  adalah pengelahuan,

keterampldan,  dan sikap/penlaku yang  dapat
diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelela unit organisasi.

hompetensi Teknis adalah pengelahuan,
kelerarpilan,  dan sikap/perilaku yang  dapat
dismall, diuvkur, dikembangkan yang spesifik
berkaitan dengan Didang toknis jabatan.

Rompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuoan,
keterampilan, dan  slkap/penlaka vang  dapat
diamarti,  digkyr, dikembangkan terkait dengan
pengalaman  berinteraksi denpan masyvarakat
majicmuk dalam hal agama, suku dan budara,
penlaku, wawasan kebangsaan, elika, nilai-nilas,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh
setlap pemepang jabatan untuk memperoleh hasil
keria sesuai denpan peran, fungsi dan jabatan.
Fejabat Yang DBerwenang pang selanjutnya disingkat
PyB adalah pejabal yang mempunyal kewenanpan
melaksansksn proses pengangkatan, permindaban,
dan pemberhentian Pegawal ASN sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pejabar . . .
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Pejabat Pombina Kepopawaian wang  sclanjutnva
dismgkat PPK adalah pejabatl yaney mempunyai
kewenangan menctapkan pcnEgangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pepawal ASN dan
pembinaan manaemen ASN di instans permerintahb
sesual dengan  ketentuan  peraturan peruandang-
uhdangan.

Instansi Femermntah adalah insranst pusal dan
instansi dacrah,

Instansi Pusat adalah  kementerian, lembaga
pemenintah nonkementerian, kesekretariatan

lembaga negara, dan  kesckretariatan lembaga
nonsirukiucul.

[nstansi Daerah adalab perangkat daerah provinsi
dan peranpkat dasrah kabupaten fkata yang melipun
sckretariat daerah, zekretaciat cdewan perwakilan
rakyat daerah, dinas daerab, dan lembapa teknis
daerah.

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebapai PPPE
adalah  pemberhentian yang  mengakibathkan
seseurang kehilangan statusnya sebagai PPPE.

Culi PPPE selanjutnya discbut dengan Culi, adalah
keadoan tdak masuk kena rang dizinkan dalam
jangka waktu tertenlu.

Sisterm Informasi ASN adalah rangkaian informasi
dan data mengenai pepswa ASN vang dizsusun secara
sistemaris, menyeluruh, dan  terintcprasi dengan
berbasis teknologi.

Komigi ASN yang sclanjutnya disingkar KASN adalah
ternbuga nonstruktural vang mandiri dan hebas dari

tntervenst pohibilk,

22. Badan . . .
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Badan Kopepawalan Negara yang  sclanjutnya
disingkat BEN adalah lembaga pemennlah
nonkementerian yang diber kewenangan melakukan
pembinaan dan menyvelongearakan manajemen ASN
secEra nasional sebagaimana diatur dalam undang-
undang.

3. Menieri adalah menteri yvang menvelenggarakan

urusan  pemenntabhan di bidang pendayagunaan
APATAIUT NCRATA.

Pasal 2

Jabatan ASN yvang dapat disi oleh PPPK meliputi:

a. JF; dan

b JPT.

Sclain Jabatan sebagaimana dimaksod pada ayat (1),
Menter dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat
diisi oleh PPPR.

Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayatr (2)
bukan merupakan  Jabatan  strukbural  tetap
menjalankan  [unpgsi manajemen pada  Instans
FPemerintah.

Pasal 3

Manajemen PPPK melipuati:

| 1 H

e oA oo

[

penctapan kebuluhan,

pengadaan;

penilagan Kinerja;

penggajtan dan runjEngarn;

pengembangan kompetensi;

prmberian penghacgaan;

digiplin,

pernutusan hubungan perjamian kegas; dan
perlindungan.

BAB L. ..
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PENETAPAN KEBUTUHAN

Fasal 4

Setiap Instansi  Pemerintah  wajibh - menyusun
kebutuhan  jumlah dan jenis  jabatan PPPE
berdasarkan anabisis jabatan dan analiszis heban
kurys.

Pernyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana
dimaksud pada avat (1] diakukan untuk jangka
waktu 53 (lima) rahun yvang diperinci per 1 {satuj tahun
berdasarkan prioritas kebutohan.

Penyusunan kebutuhan jumlabh PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) merupakan satu kesatuan
dengan peryusunan kebutuhan PNS.

Kebutuban  Jumlah  dan  jenis  jabetan  PPPK
sebagaimana dimaksud pada avat (1] diterapkan
dengan Keputusan Menteri.

Kebutuhan FPPE yang hekerja pada  instans
pemerinlah secara nasional ditetapkan oleh Menteri
fadae seliap tahun, setelah memperhalikan pendapat
menter YATR menyclenggaralan Lrusan
pemerintahan di hidang kcuangan dan perlimbangan
teknis Kepala BEN.

Paszal 5

Sclain penyusunan  kebutuhan  sebagaimana
dimakznd dalam Pasal 4 wayar [2), FPK dapat
menpusulkan  kepada  Presiden  melsalui Mconteri
kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya
terteniu vang dapat diisi oleh FPPE,

Uzulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi
Pemerintah, dan persyacatan lain yong dibutubkan
dalam jabatan.

(3) JPT, -,
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13} J¥T wlama tertentu atau JPT madya  tertentu

sehapaimana dimaksud pade ayal (1] lelah diretapkan
nomenklatur jabatan dan pangkatnya cleh Presiden.

Eag Il

FENCGADAAM

Baglan Kesatu
LIthum

Fazal &

Setidp wargd negard Indonesia mempunyal kesempatan

vang sama unluk melamar menjadi calon PPPK setelah

memenuhil perayaratan.

[1)

(2]

(1}

Pasal 7

Pengadaan calom PRPE merupakan kepiatan untuk
memenuhi kebutuhan pada Instens Pemernintah.

Pengadaan PPPE sebapaitmana dimaksud pada ayat
{1) dilakukan melalui tahapan:;

4. pCrencanaan,

b. pengumuman lowaongar;

o]
i

pularnararn;

seleksi;

penpgumuman hasit selekst; dan
penganpkatan menjadi PFPK,

~om

Fazal &

Pengadaan calon PPPE rhilaksanakan oleh [nstans
Pernerintahh mekalul penilaian 2ecara objektil
berdasarkan kompctensi, kuabfikasi, kebutuhan
Inatansi Femerintah, dan persyaratan lein yang
ditmyiuhken dalam jabatan.

(2] Penpgadaan . . .
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{2} Penpgadaan calon FPPK oleh Instansi Pemerintah

sebagaimann dimaksud pada ayat (1] dapat dilakukan
olch:
Punitia seleksi nasivnal pengadaan FPPK;
b. Panitia seleksi  inslanst  pengadaan PPPK;
dan/atan

c. Instansi pembina.JF.

Pasal 0

Pelaksanaan penpadaan  calon PPPR scbagaimana

dimakstd dalam Pasal 8 ayal (2} mempertimbangkan

knteria:

i
b,
e

d.

(1]

(2]

[

{4)

jumlah dan jenis jabatan;
wakin pelaksanaan;
jumiah Instansi Pemerintah yang membutuhkan, dan

wilayah persebaran.

Pasal 10

Pengadaan PPPK dilakukan  secara  nasional
berdasarkan percncanaan kebmituhan jumiah PPRPK
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [3].
Dalam menjamin objektivicas, Menten menetapkan
kebijakan pengadasn FPPE,

Dalam melaksanakan kebijpkan pongadaan PPPK
schagaimana dimaksud pada ayat (2], Menteri dapag
membentuk panitia selekst nasianal pengadaan PEFPK.
Panitia  scleksi  nasxional pecngadaan PPPK
gebagaimana dimaksud pada ayat {3) mempunyai
Lugas mengoordinasikan dan mengawas pelaksanaan
perngadaan FPPK oleh instansi perobina JF dan panitia

selelsy instansi pengadaan PPPK,

Fasal LI . ..
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Pasal 1

(11 Penpadaan PFFE untuk rmengis JFT utama tertentu
dan JIT madya tertentu vang loweng dilakulkan
selelah memenuhi ketentuan scbagaimana dimakaud
dalam Pasal 5.

{2) Penpadasn PPPK untuk mengisi JPT urama tertenty
dan JPT madya tertentu yanp lowong scbagaimana
dimaksud pada avat {1) dilakukan sesual dengan
kctentuan mengenal tata cara pengisian JPT dalam
peraluran perindang-undangan.

{3) Penpadaan PPPE untuk mengisi JPT utama tertentu
dan JPT madya tertcntu yang loweng sehagaimana
dirnaksud pada aval [1] dan avat [2] berkoordinas
dengan KASN.

FPasal 12

(1] Pengadaan PPPE untuk mengisi JF dapa dilakukan
seLara nasional arau tingkal inslansi

2] Pengadaan PPPK  sccara  nasional  sehagaimana
dimaksud pada avat {1} dilukukan oleh panitia seleks
nasional pengadaan PPPR, panitia seleksi instanasi
pengadaan PFPK, dan instans: pembina JF.

(3] Pengadaan FFPK tngkat iostangi schagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilakukan oleh panitia seleksi
instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF
dengan melibatkan gnsur dari kemenierian yang
menyelenggarakan urusan petnenntahan di bidang
pendayagunaan aparatur negaca dan BEN.

Pasal 13

Eetentuan lebih lanjul mengenai kebijakan pengadaan
PFI’K  danh pembentukan panitia  selcksi  nasional
pengadaan PFPK diatar dalam Peraturan Meniteri

Bagiun .
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Bagian kedua

Percntanadn

Pasal 14

Perencanaan pengadaan PPPK dilakuken dengan

menyusun dan menctapkan perencensan pergadaan
FPPE.

Percncanaan pchgadaan FFPE schapaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. jadwal pengadaan PPPEK; dan

b. ptasarana dan sarana pengadaan PPPK.

Baglan Ketiga

Penpumuman Lowoogan

Pasal 15

Pengumuman lowengan pengadaan PPPK dilakukan

gecara terbuka kepada musyarakat.

Pcogumuman sebagaimana dimaksud pada ayal [1)

dilakzsanakan paling smgkat 15 (lima belas) hard

kalender.

Pengumuman schapgaimana dimaksud pada avat [1],

paling sedikit memuat:

%. nama Jabata;

. pumnlah lowongan Jabatan;

€. unit kerja penempatan fInstansi Yang
membutuhkan;

. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;

el
¢, alamat dan tempal lJamaran ditujuken;
. jadwal tahapan selcks); dan

g

. syarat vang harys dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian . . .
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Bapisn Keempat
Pelarmarun

Fasal 16

Setiap warga negara Jndonecsia mempunyal kesempatan

vang sama untuk melamar menjadi FFPEK untuk JF

dengan memenuhi persyaratan scbagai berikiat:

.

usia paling rendak 20 jdua puluh) tahun dan paling
tinggi 1 [satu) tahun sehelum batas usia tertentu pada,
jabatan yang akan dilamar sesual denpan Ketentaan
peraturah peryndang-undangan,

tidak pernah dipidana dengan pidana  penjara
berdasarkan putusan pengadilar: yaog  sudah
mempunyal kKekuatan  hukum  tetap karcoa
melakykan tindak pidana dengan pidana penjara 2
{dual tahun atau lebik:

tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ates
permintaan sendin atau tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Neperi Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasionat
Indonesia, Anggnia Kepolisian Negara Republik
Indunesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagal pegavwal swasta;

ndak menjadi angpota atalt pengurus partai politik
atau terlibat palilik praktis:

memiliki  kualifkasi  pendidikan  sesual  denpan
persyaratan jabatan;

memilike kompetensi yang  dibuktikan  denpan
sertifiltasi keahlian tertentu vang masih berlaky dari
lemmbaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan;

sehat jasmani dan rofani sesua doengan persyaratan
jabatan yang dilamar; dan

prrsyaratan lain sesual kecbutuhan jabatan vang
ditetapkan clch FPK.

Pasul 17 ...
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Pasal 17

(11 Setiap pelamar harus memenuhi dan menyarmpaikan
sermua persyaratan pelamaran vang teccantum dalam
PENELIMILIMEATL

2] Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informast
tentany seleksi PPPE dan Instansi Pemenntah vang
akan dilarmar.

Pasal 18

Penyampaian SEIMua poTsyaratan pelarnacan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima paling
lama 14 {sepuluht hari kerz sehelum  pelaksanaan
seleksi.

Bagian Kelima
Seleks

Pasal 19

Selekst pengadaan PPPK sehapaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (2} huruf d terdin alax 2 [(dua) tahap:
a.  selels) admunustrasi; dan

b. selelesi kompetens.

Pasal 2]

Seleksi adnunistrasi sebagdaimana dimaksud dalem Pasal
1% hurud a dilakukan untuk mencocokkan persyaralan
adiministrasi dun kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

Pasal 21

Seleksi kompetensi schagaimana dimaksud dalam Pasal
19 hurmaf b dilakubasn untuk menilai kescsuaian
kompelenst manajerial, kompetenst  teknis,  dan
kompetens: sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar
denpan standar kompetens: jabatan.

Pasal 22 .. .
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Pasal 22

Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud

dalarm Pasal 21 terdin atus:

A. Jeleksi kompetensi untuk jabatan yang
mensvaratkan sertifikasi profesi; dan

b Sclecksi kompetensi untuk jabatan yang belum
mensyaratkan sertilileasi profes.

Seleksi kompetensi fekmis untk  jabaran yang

mensvaratkan  serlilikasi  profcsi | sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) huruf a dilakukan dengan wji

kompetensl untuk menenrukan perimgkat.

Seleksi komperensi tekniz untuk jabatan yang belum

mensyaratikann  sertifikasi  profcsi  sebapsimana

dimaksud pada ayat (1) hunaf b dilakukan Jdengan wji

kompetensi untuk  menentukan  ambang  batas

keluluzan dan peringhat.

Pa=al 23

Panitia scleksi  insrans pengadaan PPPK
mclaksanakan geleksi administrasi terhadap selucub
dekumen pelamacan vang ditcrima.

Panitia seleksi ingtans! pengadaan PPPE harus
mengurmumkan  hasil scleksi adminisirasi socara
ferkndoa.

alam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi
peravaratan admirustrasi, pelaumar dinyatakan tidak

lulus seleksi administerasi.

Fazal 24

Pelamauar yang lulus scleksi administras schapaimana
dimaksud  dalam  Pasal 20, mengikuti scicksi

kompetens.

(2} Pelatar . . .
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Pelumar  dinvalaksn  Julus scleksi  kompetensi
schagaimana dimaksud pada ayval (1) apabila
memenub peringkat  yang  ditenrukan o sesunt
keburuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 25

Scleksy pengadaan PPPE sebagaimanz  dimaksud
clalam Pasal 19 dilakukan denygan
mempertimbangkan integritas dan moralitas.
Pelamar  vang telah  dinyatakan  Julux  seleksi
pengadaan PPPK sebagaimans dimaksud pada ayat
(1} mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan
moralitas sebagai hahen penctapan hastl seleksi
Pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertonta
vang elah lulys seleks; pengadaan PPPR sebagaimuana
dimaksud pada ayat [1] selain mengikutl wawancara
untuk menilai infegritas dan moralitas sehagaimuns
dimaksud pada ayat (2] juga mempertimbangkan
mazsukan masvarakat scbagai bahan penetapan hasil
scleksi.

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai wawancara
scbagaimana dimaksud pada avat (2} dan masukan
masyarakat schagaimana dirmalksud poada ayat (3)
diatur dengan Peratucsan Meniteri.

Fasul 26

Dalam  bhal diperiukan, panitin seleks)  imstansd
pengadaan PPRPK dapat melakukan Wi persyaratan
fisik, psikologis, dan/fatau kesehatan jiwa dalam
peluksanaan  scleksi kompetensi sesual  dengan
persyaratan jahatan pada Instansi Pemerintah,
Ketentuan lebih lanjut mengenal uji persyaratan fisik,
psikologis,  danfatau keschatan  jiwa  dalam
pelakszanaan seleks)  kompetensit  sesuwal  deongan
peTSYATALAN jabkatan pada Instans: Pemerintah diatar
dalam Peraturan BKN.

Pasal 27 . _ .
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Pasal 27

Hasil seleksi kompetensi achagaimana  dirmalksud
dalam Pasal 22 ayat [3] dan hasil wawancara
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 25 ayat [2)
disampaikan oleh panitia seleksi instansy penpadaan
PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN

[asil seleksi kompetens] sehagaimana dimaksud pada
ayat {1} ditctapkan alch 1*PK.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleks:

Pasal 28

FPK mecnpumumkan pelamar vang dinvatakan lolus
seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan
penctapan hasil  seleksi  kompetensi  sebapaimana
dimalksod dalamn Pasal 27,

i1

12}

3

Bagian Ketujuh
Pengangkatan PPPK

Pasal 3%

Pelamar yany dinvatakan lulus seleksi sebapaimana
dimaksud dalam Fasal 2B disngka! sebagai Calon
PPFi.

Calon PPPK  yang akan diangkat scbapaimana
dimaksud parda ayat {1) udak berkedudukan sebagai
calon Pepawai Neperi Sipil, Pegawai Neperi Sipil,
Prajurit  Tenrara Nasional Indonesia,  Anggors
Kepolisian Megara Hepublik [ndonesia stau FPPE
sejak yang bersanpkutan ditelapkan scbapai calon
PPPEK.

Pengungkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) ditetapkan dengan keputusan PPE.

(4] Keputugan . . .
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Keputusan PPK sehagaimana dimakoud pada ayvat {3}
disampaikan  kepada  Kepala BEM  untuk
mendapatkan nomor induk PPPR.

Fenerhitan  nomar  induk PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayal (4) ditcrima oleh PPK paling lama
25 [dua puluh bma) har kerja  sejak wakin

pCnyampaia.
Pazal 30

Pelamar PPPK yang dinyatakan fulus  seleks
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 28 wajib
menyerahkan kelengkapan admunisirazi kepada PyB
untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.

PyB menyampaikan kelengkapan  admimisieasi
schagaimana dimaksud pads ayat (1) kepada Kepala
GKMN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

Pazal 31

PPPK  yang telah mendapatkan nomer  induk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat [4)
melaksanakan tugas jabatan berdazarkan penetapan
pengangkatan oleh PP

FPK dapal memberikan kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk di lingkungannya wuntuk menetapkan
pengangkatan sebagar pelaksane rupas jabatan.
Heputusan prengangkatan sebagaimana  dirmaksud
pada ayat [1] diletapkan setelah penandatanganan
periargian keria olch Calon PPPK.

Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud
pada ayal [1) dijadikan sebapal dasar dimulainya
hubunpan perjanjian kerja PPPK denpan Instans
pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kuaga pepgangkatan sehagaimana dimeksud pada
ayal (2| diatur dengan Peraturan Meonteri.

Pazal 32 ., .



(1b

(2]
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Pasal 32

I3alam hal penpangkatan FPPK dalam JPT utama
tertentu atau JPT madya lertenty dari kalangan non-
PNS didetapkan oleh Presiden dengan berstars
sehagal PEPPK.

RKN mencerbitkan nomor  induk  bagt  FPPK
schapaimana dimaksudd pada avat (11 paling lama 234
[tiga puluh) hari sejak ditetapkan oleh Presiden,
PPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianphkat
dalam JFT utama tertentu ataw J1*T madya rertentuy
terhitung sejak pelantikan.

PPPE yang diengkat dalam JIFT utama tericniu atau
JPT miaclys tertentu scbagaimana dimaksud pada ayal
{3) wajibh menandatanygan] perjanjian kerja pada saat

pelantikan.

IPazal 33

Perjunjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (4] paling kurang memuat:

A,
Er.

e

—
:

Tugas;

Targst kinerija;

Masa porjanjian kecjs;
Hak dan kewajibwn;
Larangan; dan

Sanksi,

Pazal 34

Ketentuan  lebnh  lanjut  mengenai  petunjuk tekois

pengadaan PPPK diatur dengan Peraturan BEKN.

BABIV . ..
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BAR IV
PEMNILAIAN KINERJA

Bayian Kresatu
Perulanan Kinerja PPPK

Paszal 33

Fenilaian  kinepa  PFPPK bertujuan menjamun
objcktivitas prestasi kerja vang sudah disepakati
berdasarkan perjungian kerja antara PPK dengqn
pepEwal ¥ang bersangkutan,

Penilaisn kinerja PPPK sebagaimana dimaksod pada
ayat {1) dilakukan berdasarkan perjanjian kepa di
tingkat individu dan tingkar unit ataun organisasi
dengan memperhatikan targer, saxaran, hasil, manfaat
vang dicapai, dan perilglu pegawai.

Penilaian kinerja PPPK  dilakukan secara objelelif,
terukor, skuntabel, partisipatif, dan trensparan.
Fenilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenanpan
PvB pada Instansl Pemerintah masing-masing.
Penilaian kinerjs PPPK sebagaimana ditmaksud pada
aval [1] didelegasikan sccara berjenjang Kepada atasan
langsung dan PPFK.

Penilatan kinerja PPPK sebagaamana dimaksud padas
ayat {1} dapat mempeclimbangkan pendapat rekan
kerja sctingkal dan bawahannya,

Hosil penilauan kinerja PPPK disampaikan kepada tim
perilai kimerja PPPR.

Hasl]l penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk
menjamin ohjcktivitas perpanjangan perjangian kera,
pemberian tunjangan, den pengembangan kompelensi
FPPK vang dinila; oleh atasan dan tim penilai Kinerja
PPPK  tidak mencapai target kinerja  yang  telah
disepakati dalam perjanjian kerjs diberhentikan dari
PPPE.

Pasgl 36 ., . .
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Pagal 26

Fenilaian kinerja PPPK sebagsmmana dimaksud dalam

Pasal 35 diatur lebih lanjul denpan Peraturan Menteri.

{1

2]

(-3}

(4]

(e

Ragian Kcdua

Mausa Perjanjan Kera

Pazsal A7

Masa Hubungan Perjanjian Kers bagi PPPK paling
simgheat 1 (saty) tabun dan dapat diperpanang sesuasi
kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
Perpanjangan Hubungan Perjanjian Keria
scbagaimana dimaksud pada ayat [1) didasarkan pada
pencapaian  Kinerja, kesesumian kempetensi, dan
kebutuhan instansi seteluh mendapat persetujuan
PPH.

Perpamjangan Hubunpan kerja sebagarnana
dimaksud pada ayat (2} bagi JPT vang berazal dan
kalarnpgan Nop-PNS mendapat persctujuan PPE dan
berkaordinasi dengan KASN.

Dalam hal perjanjian  kerja PPPK  diperpanjang
sebagaimana dimaksud pada avat (1}, PPK wajib
menyampaikan terribagsan surat keputusan
perpanjangan perianjian kerja kepads Kepala BEKN.
Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerjs bagi PFPK
yang menduduki JPT utamea dan JPT madya tertentu
paling lama 3 {lima) takien.

Ketenluan lebih lanjut menpenar masa hubungan
perjanjian kerja bagi PPPK distur dengan Peraturzn

Menteri.

BADLG V.
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BAE ¥
PENGGAJIAN DAN TUOM.JANGAMN

Fasal 358

(1] PPFK diberikan gajl dan tunjangar.

[21 Gaji dan tunjangan sebagaimana Jdimaksud pada ayat
1) berlaku  scsuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku hagi  Pegawai
Negeri Sipnl.

HAB VI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 39

(1} Balam rengka pengembangan kompetensi unruk
mendukung pelaksanaan gas, PFPK diberikan
kesemparan unluk pengayvaan pengetahuan,

(2} Sctiap PPPK memilikl kescmpatan vanyg sama untuk
ditkutsertakan dalam  peageombangan  kompetonsi
sehagaimana dimaksud pada avat (1)

[3) Penpembangan kompetenst scbagaimana dimaksud
parda  awat (1} dilakssnakan  sesuai dengan
perencanaan  pengembangan  kKompetensi pada
Instansi Pemeriniuh.

{9) Dajlam hal terdspal keterbarasan kescmparan
pengembangan kotmpetensi, prioritas diberikan dengan
memperhatikan hasil pendaien kinerja PPPK vang
berzanghkutan.

Pasal 40

(11 Pelaksanaan pengembangan kompetensi scbagaimans
dimaksud dalam Pasal 3% amyat (1) dilakokan paling

lama 24 (dua puluh empat] jam pelajaran dalam 1
[smlu) tahun masa perjanjian kerja.

(2] Pelaksanasn .
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(2] Pclaksanaan pongembangan kompetens sebagaicnans
dimaksud pada ayat {1} dikecualikan bagi PPPK yang
melaksanakan gas sebwgai JPT tama tertentu dan
JPT Wadya terientu.

[ Eeteniuan  lebih lamut mengenai pelaksanaan
pengembangAn kompetonsi schagaimana  dimaksud
pada ayal {2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Lembaga Adminisras: Negara.

Faaal 41

Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana
ditnaksud dalasm Pasal 39 ayat (1) dicatat oleh PyD dalam
sislem  informasi pelanhan yang  tecintegras)  dengan
Sistemn Informasi ASN.

Pasal 4

{11 Penpembungan kompeotensi sebagaimana dimaeksud
dalam Pasal 39 ayat (1) hams dievaluasi oleh PyB dan
diperguinakan sehagar salah sar pertimbangan untuk
perjanjian kena sclanjutnya.

{2) Hasil ovaluasi pengembangan kompetens:
scbagaimana dimaksud pada avat (1) dipublikasikan
dalam sistem informasi pelatihan yang erinlegrasi
dengan Sistem Inlormam ASN,

Pasal 433

Perencanaan, pclaksanaan, dan evaluasi pengembangan
kormpelensi PPPK dilaksanakan oleh PyB.

Pasal 44

Perencanaan, pelaksanaan, dan cvaluas) pengembangan
kompetens] PPPK sebagaimana dimaksud dalam Puysal 43
dilaksanakan scsuai  denpan  peraturan  perundang-
undangan,

BapB VIl . ..
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BAR VI
FEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 45

PFFE yang telab menunjukkan kesctiaan, pengabdian,
kecakapan, keypguran, kedisiplinan, dan prestasi kerja
dzlam  tmelaksanakan lugasnya dapat  diberikan
penghareaan.

Pazal 4f

Penghargnan sebagabmana dimaksud dalam Pasal 45,
dapat berupa pemberian;

a. 1anda kchormatan,

b, kesempatan HTinTitEs unteak pengembangan
kompctensi, danjfatau

. kesempatan menghadiri acara resmi denfatau scara
kencgaraarl.

Pasal 47

Femberian penghargaan berupa tenda kchormatan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diberikan
kepada PPPK sedusl  denpan ketentuan  peraturan
perundang-undangat.

Pasal 42

Pemberian penghargaan berupa kesempatan  prioritas
untuk pengembangan kompetensi sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 46 hurul b, diberikan kepada PPPK yanp
mempuyai hasil penilalan Kinevja vang paling baik.

Pasal 4%

Penphargasn scbapaimana dimaksud dalam Pasal 46
huraf ¢ diberikan  olch PyB setelah mendapat
pertimbangan tim perulai kinerjs PPPK.

ifasal 506 . .,
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Pazal 503

Tata cara pemberian penghargaan schagaimana dimaksud

dalam Fazal 45 dilaksanakan sesum dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

i1

(<)

{3

i)

{2

(3

EAB VIl
BISIPLIN

Pasal 51

Untuk menjamin  terpeliharanya tata tertib dalam
kelancaran polaksanaan tugas, PPPK wajib mematihi
disiplin PPPK.

[nstansi Pemerintah wajiby melaksanakan penegakan
diziplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai
upaya peningkatan dinplin.

PIPPE yang melakukan pelanggaran disiphn dijatuhi

hukuman disiphn.

Pazal 52
Berdasarken ketentuan disiplin yang diamiur dalam
Peraturan Pemerintah ini, PPK pada setiap instansi
menelapkan disiplin PPPE.
Disiplin FPPK sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
diteteplkan  herdasarkan karaklestik pada  setiap
inatansi.
Tata rcara pengenaan sanksl disiphn bagl PPPK
dilaksanzkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undungan  yang mengslur  Mengenai
Diziplin Pegawai Negeri Sipil.

BAR IX . ..
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BAB 1x

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJITAN KERJA

Bagian Kezatu
Umum

Pasal 53

(1] Femutusan hubungan perjanjian ke PPPK dilakukan

dengan hormat karena:

a.
k.
0.
i

jangka walktw perjamiian kerja berakhur;
meninggal dunia,;

atas pornuntaan sendici;

PLTEMPINgan OrEALISa S atau kebijakan
pemeriniah yang mengakibatksn  pengurangan
FFPEK; atauy

tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga
tidak dapat menjalankan tgas dan kewsjiban
gesual penanjian kerjn vang discpakati.

{2} Pemulusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

i

0

dihukutn  penjara berdasarkan putusan
pengadilan  vang lelah memperoleh  kckuatan
hukum terap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjars paling singkat 2 (dua)
tahien dan tindak pideana  terscbut dilakukan
dengan ridak bercncana;

melakukan pelanggaran disiplin FPPK onpgkat
berat; atan

tdak temmenihi target lancna VErg
izlah disepakati sesual dengan perjanjian korja.

{3} Permmutusan hubungan  perjanjian kera FIFPK
dilakukan tidak dengan horroat karcna:

a.

melakulian penycilewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dusar Negara Republik Indonesia
Tahun L24%;

b dihukum . - .
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b, ditukum penjara atag kurungan berdasarkan

pulusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan arau tindak pidana kejahatan
vang ada hubunpgannya dengan jabatan dan/atau
pidana unuan,

menjadi anggota danfatau peoguarus partai politik;
atau

dimkbum  penjam  berdasarkan  putusan  pengadilan
vang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana pemjara paling singkat 2 [dua) tahun atau
lebsh dan  tindak pidana  tersebut  dilafoukan
dengan beroncana.

Bapian Kedua

Pemnutusan Hubunpgan Perjatjian Kerja

karcna Jangka Waktu Ferjanjian Kerje Berakhir

Pasal 54

(1] Permuiusan hubungan perjanjian kers PPPK karena
Jangka waktu perjionjian kerja berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1} huruf a yaito

termasuk tolah mencapai batas usia tertentu dalam

Jabatan vang diduduki.

{2) Batas usia tertenty sebagaimana dimaksud pads ayul
(1] waitu:
a. S8 [lima puluh delapan) whun bapi pejabat

k.

fungsional ahli muds, pejabat fungsional ahli
pertama,  dan pejabal fungsional katepori
kctocrampilan,

80 tenam puluhp tahun bagl pojabat pimpinan
linggi dan pojabar fungsional madya; dan

o » L
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£, 85 [enam puluh limat tshun bagi 'PPE yang
tmemangku jabatan funggional ahlii utama.

{3} Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF
yung dilentukan dalam  wndang-undang, berlaku
ketentuan sesudl dongan batas usia tertentu yang
diterapkan dalam undeng-undang yang bersanghkutan,

Bapian Kctipa
Pemuatusan Hubungan Perjanjian Kena

Karena Memnggal Duraa

Pasal 55

Pemulusan hubungen perjanjlian kerja PPPR karena
meninggal dunia sebapaimana dimaksaud dalam Pasal 33
ayat {1} kurnl b diberikyn hak sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Karena gias Permintaan Scndiri

Pasal 56

{1} PFPE  yang mengdjukan permintaan  pemutusan
hubungan perjanjian kerja  dipulus hubungan
perjianjian kerjanya dengan hormat scbagai PPPK.

(2] Permintaan prmulusan hubungan CECjan]idn
kerja  sebagaimana dimaksud pada avat (1] dapat
digetgul atau ditunda sampai dengan jangka waktu
perjanjian kerja berakhir.

{3 Permintaan pomuiusan hubungan peranjian kerja
scbagaimana dimaksud pada  avat [} disebyju,
apahila:

a. letah ...
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a.  telah memenuhl masa perjanjian kera  paling
kurang 90% isermbilan puluh per seratus); dan

b. telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%G
{sembilan puluh per seratus).

Permintaan pemitusan  hubungan  peraonjinn kena

sebagaimana dimaksud pada ayar |1) diounda, apabiis

tidak mermenuhi ketenan sebagaimana dimaksud pada

ayar (3]

Apabila yang bersanpioatan tdak metnatubd penundaan

sebagai dimaksud pada ayac 4 PPPK dilenakan

pemutiaan hubungan mejanjian kera dengan hormat

tidak atas permintaan sendio.

PPPE yang dikcnakan pemutusan hubungan pegatjian

kena dengan hommat atas permintaan sendin diberikan

hak sesual dengan ketentuan peratutan  perundang-

undangan dan rmasih dapat melamar sebapas PPPK

PPPE yang dikenakan pernulusan bhubungin pesjanjian

ketja demgan hommat bdak ataz pecmintean scendird

dibcnikan hak sesusi dengan ketenruan peraluran

perundang-undangan  den fidak  dapat melamar

sebapail PPPK.

Bapion Kelirnga

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Perampingan QOrpganisasi atau Kebijakan Pemerintah yang

(1}

[2]

Mongakibatkan Pengurangan PPPE

Pazal 57

Dalam hal Llerjadi perampingen organizasi  alog
kebijakan pemmerintab Yang mengakibatkat
penguranpan FPPE schapaimana dimaksud dulem
Pasal 33 ayat (1) huenl o maka dilakukan pemutuszan
hubungan perjamian kerja denpan hormat sebapaa
FPPK.

FPPK  wvang dikenakan permutusan hubungan
perjarjian kerja  akibal perampingan  arganisasi
diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangen  dan masth dapat melamar
sebagai PPPK.

Bagian . . .
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Bapian Keshatn

Pernutusan 1lubungan Perjanjian kera
Karena Thdak Cakap Jasmani dan/atau Rahat

{1]

(2]

(<3

(9}

IP'asal SH

PPPK vang tidak cakap jasmani dangatau eohani

karcna:

a. kccrlakaan kerja yvang mengakibatkan rerjadinys
pecmutusan hubungan perjanjian kerja; atau

b, sakit torus menerus sclama 30 (fipa puluh) har
bertural-1urnat,

diberikan haknyva sesual dengan ketontuan peraturan

peoundang-undangan,

Ketidakoakapan JHSIMAT dan/atau roliani

sehapaimana dimaksud pada avat (1) dibuktikat

berdasurkan  hasil  pemeriksaan tim penguji

kesehatan.

Titn penplji kezehalan sebapaimana dimaksud pada

ayat {2] dibentok oleh mentert yanyg menyelenpgarakan

urusan pemerintaban di bidang keschatan,

Titn pengitji Kesehatan sebapaimana dimaksud pada

avat {2] beranpggotakan dokter pemernintah.

FIPPK vang diputus hulungan perjanjian kerjanya

dengan hormat sebagatmana dimaksud pada avat [1)

mendapat hak sesual dengan keteniuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketuajuh

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

{1

karena Pelangraran Disiplin

Pazal 5O

Peroatusan hubungan perjunjian kerja PPPK karena
melakukan pelanggaran disiplin PPPE tinpkat berat
sthagmimana dimaksud dalam Pasal 33 aval [2] huraf
b apalla tidak mematuhi kewajiban alau melangegar
larangan sebagnimana yang diatur dalam perjanjian
kerja PPPE.

[2) PPPK . . .
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{2] PFPK  wang dikeoakan  pemulusan hubunpan
perjanjian kerja denean hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagaimana dimaksud padae avat [1) diberikean
hek sesudl dengan ketenluan peraluran perundang-
undangan dan masih dapat melamar sehagei PPPR.

Hapman Kedelapan
Fermutusan Hubungan Perjanjian kerja
karena Tidak Memenuhi Targer Kinerjg

Pazal A

1) PPPK vang tidak memenuhi target kincrja dilakukan
pemutusan hubungan perjanjian kerja achagaimana
JJirnabesugd dalam Pasal 33 aval [2] hurul ¢ berdasarkan
hasil penilaian kincria.

(2§ PPPK  yang dikenakan  pemulusan hubungan
perjanjian kerja dengan hormat tidak atas pormintaan
sendin scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
hak sesual dengan kelentuan peratursn porundang-
undangan dan masih dapat melamar sebagal PEPK.

Ragian Kesemnbialan
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Melakukan Penyelewenpgan Terhadap Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Wegara Bepublik Indonesia Tahun 1345

Pazal &l

(13 FPPK vanp melakukan penyelewengan  terhadap
Pancasila  dan Undanp-Undang  Dasar Negara
Eepublik  Indonesia  Tahun 1945 sehagaimang
dirnaksud dalam Pasal 53 avat (3} huruf a dilakukan
pemuiusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan
yleipr ETH

(2] PPPK . . .
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PP yang  dikenaken pemutusan huybungan
periangian kerja tidak dengan hormmat sebagaimana
dimaksud pada ayval [1) dikerikan hak sesuzi dengan
peraturan perandang-undangan, tidak dapat melatmar
schagai FPPK, dan dikenakan wsanksi berupa
roembayar ganti rugi.

Bapian Kescpuluh

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Melakukan Tindak Pidana/Penvelewengan

(1)

(<]

Pasal 62

Pemutusan hubungan penanjian kerja PPPEK karena
dibukurm  penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan vang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukun tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahacan yang
ada hubungannya denpan jabatan dan/atag pdana
umum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat [3)
hurul b diberhentikan tidak dengan hormat;

PPPK vyang dikenakan pemutusan hubungan
perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud pada ayar (1] diberikan hak sesuai dengan
peraturan perundang-undanpgan, tigak dapat
melamar gebapal PPPK, dan dikenakan sanks: berupa
membayar gant ruel

Bapian Kesebelas

Permutusun Hubungan Perjamian Kerja
karena hMemjadi Anggota danfatau Pengunies Partai Politik

Pasal &3

(1h Pemutusan hubungan perjanjian kera PPPE karcna

menjadi anggola dan/atau penguras partal politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 aval (3 huraf
¢ dhberhentikan tidak dengan hocmat;

{Z] PFPK . ..
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(2] PPPK  wvang dikenskan  pemuiusan . hubungan
perianjian kera tidak denpan hormat sebagaimana
dimaksud pada avat (1] dibecikan habk gestai denpan
ketentuan peraturan  perundang-undangan, tGdak
dapat melamar sebagal PPPE, dan dikenakan sanksi
berupa membayar gant ragi.

Bapian Keduabelas
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Melakukan Tindak Pidena Berencana

Pesal 64

{11 Pernuiusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena
dihukum penjara berdasarkan pulusan pongadilan
vaog lelah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam  dengan
pidana penjara paling singkar 2 [duaj tabun ataa lebikh
dan tindak pidana tersebut  dilakukan  denpan
herencany schagaimana dimaksud dalam Pasal 53
avat {3) hurul d diberhentikan tidak dengan horimat.

(2] PPPK  vyang dikenakan pemutusan  bhubungan
perjanjlan kerja tidak dengan hormat schapaimana
dimakzud pada wysl (1} diberikan hak sesoai dengan
dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat
meclamar sebapai PPPH, dan dikenakan sanksi bherupa
remmbiavar ganti Tugl.

Bagian Ketignbelas
Tata Cara Permulusan Hubungan Perjanjian Kerja

Faragraf 1
Tata Cara Pemutusan Hubungan FPerjanjian Kerja
karcna Jangka Waktu Peganjian Kena Berakhir

Pazal 55

(1] Pemurusan hubungan perjanjian kerja sebagai 'FPE
karena Jangka wakitu pecanjian kerja  berakhic
diusulkan oleh:

a, PPK . ..
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PPE kepada Presiden bagl PPPK yang menduduki
JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF
ahli ntama;

Fimmpinan lerabags kepada Presiden bagl PPPE yang
rmendudukia JPT madya tertentu di lembaga negara
dan lembaga nonstrukoural; atau

PvB kepada PPK bag PITK vang menduduki JJPT
selain JPT sebagaimana dimaksud pada haraf a
dan JF sclain JF ahli utama.

(2] Presiden atau PPK menctapkan keputusan pemutusan
hubungan perjanjian kerja sebagai PFPE.

(3] keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja
schagaimana dimaksud pada ayal {2) ditetapkan paling
lama 14 [empar belas) han kerja setelah  usul
pemutusen hubungan perjanjian kerja diterima.

(4] Kepulusan pemutusan hubungen peganjian  kerja
sehagaimana dimaksud pada ayet (3 mular berlaku
pada saat berakhirnya perjanjian kerja.

Paraprafl 2

Tata Cara Pemutuszan Hubungan Perjanjian Kerja

karena Meninpggal Dunia

*asal BB

(1] Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK vang
meninggal dunia, divsulkan olch:

.

FPHR kepada Presiden bagi PPPE yang menduduki
JPT utama rertentu, JPT madya tertentu, dan JF
whli utama;

Fimnpinan lembaga kepada Preziden bagi PPPK yang
menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara
dan lembaga nonsiruktaral; atan

FvB kepada PPK bagi PPFK vang menduduki JPT
selain JPT sebapgaimana dimaksud pads huruf a
dan J¥ selain .JF ahli utama.

{2) Presiden . ..



PRESIDEM
AEFPUHLIF INDOMES] &

-33 -

(2] Presiden atau FYK menetapkan keputiusan pemutusan
hubynpan perjanjian kerjs schagalt PPPR.

(3] Keputusan pemulusan bhubungan perjanjian kerja
scbagaimana dimaksud pada ayat (2] ditetapken paling
lamna 14 jermpal belas) han kena setelah usul
pemutusan hubungan peoanjian kerja diterima.

(4] Keputusan pemotusan hubungan perjanjian kena
scbagaimana dimaksod pada ayar {3) mulai berlaku
sCjak yang bersangkutan dinvatakan meninggal dunia.

Parapral 3

Tata Cara Pemutusan Hubungan Penjanjian Ketja

Atas Fermintaan Sendin

FPazal o7

(1] Parmohonan pemutusan hubungan peranjian kerja
scbagal PPPE diajukan secara tertulis kepada:

a. PPK kepada Presiden Dagi PPPE yang monduduli
JPT utama tectenty, JPT madyva terteniu, dan JF
abdi ulama;

. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK
yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga
negara dan lembaga nonstroskoural; atan

c. PyvB kepada PPK bagi PPPK yvang mendudula JPT
selain JJPT sebagaimana dirmabsud pada horul a
dan J¥ sclain JF ahli utama,

2} Permohonan pemurusan hubupgan perjanjian kerja
scbapaimana dimaksud pada ave: (1] dapat diterimu
atal dapat ditunda sampai dengan perjanjian kerja
berakhir.

13} Dalam hal permohonan permutusan perjenjian kerja
diterima, residen atau PP menctapkan keputusar

pemutusan hubungan perjanjian kerja scbagai PPPE,

(4} Keputusan ., .
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4 Keputusan pomutusan hubungan perjanjian kena
schapaimana dimaksud pada ayat [(3p ditetapkan
paling lama 14 {cmpat belasp hari kerja setelah usul
pemutusan Mubungan perjanjian kerja diterima.

{5} Keputusan pemotusan hubungan perjanjian  kerja
sebagaimana dimaksud pads ayat (4} mulai berlakuy
prda tanggal ditctapkan.

Paragral 4
Tata Cara Pemberhentian
karena Perampingan Organisasi Pemerintah atau Kebijakan
Pemerintah vang Mengakibalkan Pengurangan PPRPK

Pazal &5

(11 Apabila teradi peraropingsan organisasi pernetintah,
FPFK wang kompetensinya masih dibutuhkan dan
kontrak kerja yang bersanpkutan belum berakhir
maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan
scslai denpgan kompelensinya.,

{2 Malam hal terjadi kelebihan PPPK dari lowongan yang
ada, maka dilakukan eovalaasi kinerja  sejak
penandatanganan  bubungan perjanjian kerja  dan
mempertimbangksn masa kerja yang hersangkutan.

(3 Keleklhan PPPK sebapsimana dimaksud pada ayat (2],
dilakukan pemutusan hubungan pecjanjian  kerja
dengan hormat dan mendapatkan uang pesangon,

(%1 Permurusan hubungan petjanjian kerja PPPE karena
perAmpingan orgatisasi sebagaimana dienaksad pada
ayal |3} divsulkan olel:

a. FPK kepada Prcsiden Dapi PPPE yang menduduolki
JIT utama terieniv, JFT madya tertentu, dan JF
ahli utama;

b. Pinpinan lembaga kepads Presiden bagi PPPK vang
menduduki JPT madya tertentu di lembapga negara
dan lembaga nonsrrektural; atao

. PvB .
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¢. PyB kepada PPX bagi PPFK yang menduduki JPT
sclain JFT scbagaimana dimaksud pada harul a
dan JF selain JF ahli utama.

(5] Presiden atao PPE menetapkan keputusan pomuatuzan
hubunpan petjanjian kerja sebagai PPPH.

Bl Keputusan pemutusan hubungao perjanjian kerja
scbagaimana dimaksud pada ayat [5] difetaphun
paling lama 14 {(empat belas] hari kerja setelah usul
pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

(71 Keputusan pemulusan hubungan perjanjian keria
sebagaimana dimakswd pada ayal (8] mulal berlaku
pada langeal ditcrapkan.,

18] Eeternluan  lebih  lamjut  mengenal pemutusan
hubungan peranpan  kerja dengan haormat  dan
pemberian uang pesangon sehagaimana dimaksud
pada avac [3] diatur dengan Peraturan Meonteri

Paragral &
Tala Cara Pemutusan Hubungan Peranjian Kerja
karena Tidak Cakap Jasmaroi danfatag Bohani

Pasal £9

(1} Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagal PPPK
yvang tidak cakap jasmani dan/atau rohani digjukan
oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PPPK vang menduduolki
JPT ulama tertentu, JPT madys rertentue, dan JF
ahh utama;

b. Pimpinan lembaga kepada Presziden bapl FPPPK vang
menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara
dan lembaga norestruktural; atau

¢. PyRB kepada PPK bagi PPFK yang menduduki JPT
gelain JPT schagaimana dimaksud pada hural o
dan JF selain JF ahli utama.

{2] Presiden . ..
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{2} Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan
hubungan perjanjian kera sebagat PPPE.

(3} Kepulousan pemulusan hubungan perjanjizn kerja
sebapaimana dimaksud pada ayat (2) ditctapkan
paling lama 14 (empat belas) hari kerje setelah
ditcrimanya hasil pemeriksaan kesehatan PPPK oleh
tim penguji keschatan,

(4} Keputusan pemulussan bubungan perjanjian kerja
sebapaimana  dimaksud  pada ayal {2)  berlaku
ketentuan sebagai berikut:

4. apabila ndak cakap jasmanifrohand karena
keeclakaan  kerja,  keputusan  teraebuat  mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan pada akhir bulan
masa berakhirnys hubungan perjanjian kerja; atau

b apabila lidak cakap jasmanifrohani karens swekif
terus menerus, kepulusan tersebut mulai berlako
pada hari  ke-21  [tiga  puluh  sata}  yang
bersanglatan tidak masuk bertucgt-turut,

Faragraf &
Tata Cara PFemutusan Hubuhgan Perjanjian Kerja
karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pasal 70

{1] PPFK yang tilak memenuhi tarpet kinena diusulkan
pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:

a. PPk kepada Presiden bagi PPPE yane mendudaka
JFT utama tlertentu, JPT madya terteniu, dan JF
ahli utama berdasarksan pertimbangan ticn penila
akhir;

t. Pirmmoan lembaga kepada Presiden bagi PPPK
yvang mendudukl JPT madya tenentu di lembaga
ncgara dan lembaga nonstruktural berdasarkan
perhimbangan tim penilai akhir; atau

c. PvyB . ..
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c. PvB kepada PPK bagi PPPK vang mendudukl JPT
selain JPT sebapaimana dimaksod pada o a
dan JF sclam JF ahli utama berdasarkan
pertunbangan tim penilai.

{21 Presiden atau PPK menctapkan koputusan pemutusan
hubungan petjanjian Kecja sebagai PPPE.

[3] Kepulusan peomuatusan hubungan perjanjan kera
sehagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetaplkan
paling lama 14 [empat belas] hari kerja sctelah wsul
pemutusan hubungan peranjian kega diterima.

[4] Reputusan pemutusan hubunpan perjanjisn kerja
sebapaimana imakyud pada ayat (3] mulai berlaku
pada tanpgal hasil evaluasi  penilsian kinedga
ditetapkan aleh tim penilal kinera,

Paragraf 7
Tata Cara Pemutusan Hubunkan FPernanpan kera
karcna Pelanggaran Disiplin

Fazal 71

(1) Pemulusan hubungan perjanjian  kerja yang
melakukan pelanggaran disiplin divsulkan elch:

a. PPK kepada Presiden bagi PPPE vang menduduki
JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF
ahli utama;

b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK
vang menduduki JPT madya tecteniu di lembaga
ttegara dan lembegs nonstrukiural: atau

¢. PyB kepada FPK bagi PPPK vanyg menduduki JPT
selain JPT sebapaimans dimaksud pada hural a
dan JJF selain JF ahli utama.

{2l Presiden atau PPK menelapkan keputusan pemutusan
hubungan perjanjian kerja sebagai PFPK.

{3 Keputusan . . .
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Eeputusan perautusan hubungan perjanjpan kena
sehagaimana ditmaksud pada ayar (2} diletapkan
paling lama 14 {empat belas] har kerja setelah usgl
pomutusan hubungan perianjian kerja diterima.
Heputusan pemutusan hubungan perjanjizn kerja
sebhagaimana dimaksud pada ayat {3) mulai berlaku
terhitumg  mulal  tangEal  yane  bersangkutan
dinyatakan bersalab oleh tim pemeriksa pelangparan
disiplin PFPE.

Paragral &

Tata Cara Pernutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Earena Melakukan Penyelewsngan Terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Eepublik [oconesia Tahun 1945

(1]

(2

(3}

Pasal 72

FPPK  yung terbukn melakukan  penyelewengan

terhardap  Pancasila dan Undang-Undeng Dasar

MNegara Republik Jndeonesia Tahun 1945 diusulkan

pemutusan hubungan pernaniian kerja oleh:

4 PPK kepada Presiden bwgi PPPK vang mendudulki
JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF
ahli utama;

b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK
vang mendudukd JFT madya tertenty di icmbaga
negara den lembaga nonstruktural; alau

. PyB kepada PPK bag PPPK yvang mendudoki JPT
selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan JF selain JE abl utama,

Presiden  atau  PPK menctapkan  keputusan

pemuluzan hubungan perjanpsn kerja sebagai PPPE,

Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada avat (2| ditetapkan

paling lama 14 [empat belas) hari kerja setelah wsul
permberhentian diterima.

(4) Eeputusan . .
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Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kera
schagaimana dimaksud pada ayat {3} mulai berlaku
terbitung mulai lanpes]  vang  bersangkutan
ditetapkan sebagai tersanpla  sesual dengan

peojanjian kera.

Paragral &

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

karena Melakukan Tindak Pidana; Penyelewengan

(1]

(2]

[2]

[4)

Paxal 73

PPPK yang ditctapkan sebagai rersangka dinsulkan

pernuiusan hubungsn pergjanjian kerja olch:

a. PPK kepada Presiden bagi PPPE yarg menduduki
JFT utama tertentu, JFT madya tertentu, dan JF
ahl ntama,

. Pimpinan lembapa kepada Presiden bagi PPPE
vang menduduki JPT madya tertenty di lembaga
negard dan lembaga nonstrakrural; atay

<. PyB kepada PPK bagi PPPK vang menduduki JPT
selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan JF selain JF ahli ulama.

Pregiden atau PPK mcnerapkan  keputusan

pemutusan hubungan perjunijian kerja sebagai PPPR.

Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

schagaimana dimaksud pada ayat [2} diterapkan

paling lama 14 [eimpat belas) han kena sctelah usul
pemberhentian diterima.

Keputusan pemutusan hubungen perjanjian ketja

sebagammana dimaksud pada avat [(3) mulai herlaku

terhitung  mulai  tangeal  yang  bersangkutan
ditctapkan  sebagai  tersangka  sesuai denpan
perjanjion kerja.

Paragraf 10,



%S

-

FPRESICERM
REFUBLIK INDOMNES|A

- 40 -

Faragrafl 10

Tata Cara Pomutusan Hubunpan Perjanjian Kerja
karcna Memadi Anggota dan/atau Penpurus Parrai Politik

{1]

(4]

{3

()

(1}

Pasul 74

Pemutusan hubunpgan perjanjian ketja PPPE yvang
menjadi angeota dan/atau pengurus partal politik
divsulkan aleh:

a. PPK kepada Presiden hagi PPPK yang mendudulk:
JPT utama terteniu, JPT madya tertenty, dan JF
ahll wtamsz;

L. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPE
vang menduduki JPT madysa Lertentu di lembaga
ncgara dan lembaga nonstrakenral; atay

t. PyvB kepada PPK bapgi PPPK yang menduduki JPT
selain JPT scbagaimana dimaksud pada huruf a
dan JF selain JF ahli ulamnsa.

Presiden  atan  PPK menetapkan  Keputusan

pemuivusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan

hormat sehagai PPPK,

Keputusan pemutusan hubungan peranjian kerja

sehapaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

paling lama 14 {empat belash hari kere satelah PPPK
vang Dersanghulan  terbukt menjadi angeota
dan/atau penpurus pactai politk.

Keputusan pemucuszan hubungan porjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat [3) mulal berlaku

terhitung mulail tanggal yang bersanghutan terbulti
menjadl anggota danfatau pengunis partai politik,

BAB X
PERLINDUINGAN

Pasal 75

Pemerintah wajib metmberkan perlindungan berapa;
a. jaminan har tua;
b, jaminan keschatan;

I, Jaminan . ..
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¢. jamunan kecelakoan Ketjpa,

d. jaminan kematan; dan

¢. bantuan hukum,

Perlindungsn berupa jaminan hari tua, jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan
kematian sebagaimanes dirmaksud pada ayat (1) horal
a, hunaf b, hunaf ¢, dan huraf d dilaksanalkan sesoa)
dengan sistem jaminan sesial nasional.

Bantuan hukum sebagaimara dimaksud pada ayat
11) huruf ¢, berupa pemberian bantuan hukum dalam
perkara  yang  dihadapi di pengadilan terkait
pelaksandan tugasnya,

BaB Xl
CuUTI

Bagian Kesalu
Imurm

Pasal 7&

Sctap PPPK berhak mendapatkan cutl,

Cuti sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh PPK.

FFK scbagaimana dimaksud pada ayat {2} dapai
mendelegasikan  sebagian  wewecnangnya  kepada
pejabal di ingkungannya.

Begian Hedua

Jenis Cuti

Pagal 77

Cuti sebapairmana dimaksud pada Pasal 76 ayat {1) terdind
Atns:

a. Cuti tahumnan;
b, Cuti sakirt;

o, Curd L.
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¢. Cuti melahirkan; dan
d. Cuti bersama.

Buayian Ketiga
Cuti Tahunan

Paszai 7H

1] PPPK vang telah bekerja paling sedikit 1 (satup tahun
scCcara (erus menerus herhak atas cuti tahunan.

(2] Lamanya hak atas cuti lwhunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} adalah 12 [dua belas] han
kerw.

13 Uncuk  menggunekan  hak atas euti 1lghunan
scbapaimana dimaksud pads avat (1] dan avar (2,
FPPE yang bersangkulan mengajukan permintasn
secura tertulis kepada PPK atau  pejabat yang
roenerima delegasi wewenang untuk memberikan hak
atas cuti tabunan,

4y Hak aras cutli tshunan scbapaimana dimaksud pada
ayat (1) dibcrikan secara vertulis cieh PPK atug pejabat
yang menerima  delegasi wewenanp  unbuk
membwritkan hak atas cuti tahunan,

Pasal 749

Dalam hal hak atas cuts tabhunan sebagaimane dimaksud
dalam Fasal 78 ayat [2) akan dipunakan di tempat yang
sulit perhubungannya, jangka wakls outi tahunan dapat
ditarnbah untuk paling lame /A enam) hari kalender,

Yazal O

(1) PPPK  berhak  atas  cuti tahunan denpan
mengecualikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
pada Pasal 78 ayat (1] dalam hal:

a. Ibu, bapak, istrifsuam, anak, dan/atau mertua
sakil keras atau meninggal dunia;

b Balah . ..
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b.  Balah secrang anggota sebagaimana dimnaksud
dalam huruf a meninggal dunia dan sesuval
denpan ketentuan  poratuaran perundang-
undangan yvang bersangkutan harus mengurus
hak-hak dar1  angpota keluarganya yang
meninggal; atau

c. Mclangsunpkan perkawinan portama.

[2] Lamanya hak atas cuti tahunan scbapaimana
dimaksud pada ayat [1] palmg lama & (enamp hari
keria,

(3] Dalam hal PPPR (elah bekerpe paling sedikit 1 [satu)
lahun secara terus menerus dan lelah mengambil cutl
lahunan karena alasan sebapaimana dimaksud pada
aval [1h cull dimmakswd mengurang hak catu tahunan
yang bersangkulan,

Pasal 81

PFPK yang menduduki Jabatan purl pada sekolah dan
Jabatan dosen pada pecgurusn lingel yene mendapal
liburan sesuail dengan ketentuan peraluran perundang-
undangan,  disamakan dengan PPPK vang Lelah
mengpunakan hale cut tahunan.

Bapan Keetmpat
Cuti Sakit

Fasal 82
Setiap PPPK yang sakat berhak atas cuti aakit.

IPasal ¥3

{11 PPPK vanp sakit lchih dari 1 {satu} har sampan dengan
|4 [empal belas) har berhak atas cutl sakit, dengan
keleniuan PPPE vang  bersangkutan hams
mengaulkan permmimlaan Secary leciuhs kepada PPK
atau pejabat yanp menerima  delegass wewenang
untuk memberikan hak atas cuti =zakit dengan
telampirkan surat keterangan dolter.

(21 PPPK . ..
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PFPK yang menderita sakit lebih dari 14 écmpat belas)
han berhak atas cutd sakit, dengan ketentuan PPPK
vang bersangkutan harus mengsjukan pormintaan
secara  tortulis kepada PPK atau pejabat  yang
mensrima delegast wewenang untuk memberikan hak
ates culi sakil dengan melampirkan surat keterangan
dokter pecrmerintah.

Surat keterangan dokter sebagaimana dimalsud pada
ayat (1] dan ayat [2) paling sedikit memuat pernyalaan
tentang perlunya diberikan cuti, lamanya ouli, dan
keterangan lain yang diperhakar.

Hak alzs cuti sakit scbagaimana dimaksud pada ayal
(2] elitrerikan untuk waktu paling iama 1 {satu} buian.
PFPK yang lidak sembubh dar penyakitnya dalam
jangka waktu sebapgaimana dimaksud pada ayat (4}

dilakukan pernutusan huhungan perjanjian kearja.

Pasal &4

PFFE vang mengalami gugur kandungan berhak atas
cuti sakit paling lama 1 | /2 [salu sctengahl bulan.

Untuk mendapatian hak alas cutl sakit sebagaimana
dimaksud pada ayar (1], PPPK wang beresanghkutan
mengajukan permintaan secera lertulis kepada PPK
alau pejabat yvang tenerima delegasi wowenang untuk
memberikan hok atas cuti sakit denpan melampirkan

surat keterangan dokter atag bidan.

Pasal 85

FPPK vang mengalami kecelskaan kerja sehingga vang

bersanglulan perlu mendapar pecawstan berhak atas cuti

zakit =ampai dengan  berakhirnya  mmass hubungan

pefjanjian kerja.

Pasal BH . | .
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Pasal 36

FPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menenma
penghasilan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pazal 7

{1] Cuti sakit diberikan secara tortulis oleh PPE atau
prjabal vang mencrima delegasi wewenang untuk
meomberikan hak atas cuti salat.

{2} Cuti sakil sehagaimana dimaksud pada ayat [1] dicatat
oleh pojabat vang membidangi kepegawaian.

Eagian Kelima
Cuti Melahirkan

Pasal B3

(1} Untuk kelahiran anak penama sampai  dengan
kelahiran anak kctiga pada saat menjadi PPPK, PFFK
berhak atas cuti melahirkar.

(2] Lamanya curi melahitkan schapaimana dimaksud
pada awvat (1] diberikan paling lama 3 {Uiga) bulan.

Pasal B9

{1 PPPK dapat menggunakan hak atas cuti melahitkan
sebapaimany dimaksud dalam Pasal 88, dengan
mengajukan permintaan secars tertulia kepada PPE
atau pejabat yang menerima delepas] wewenang antuk
membenkan hak atas culi melahirkan.

(2} Hak cur melahirkan scbapaimana dimaksud pada ayat
{1} dibetikan secara tortulis oleh PPE alau pojabat yang
meneTima delegasi wewenang untuk memberikan hak
atas cuti melahirkan.

Fasal 40

PPPK wang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap
mencrima  penghagilan seswai dengan ketenruan
peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .
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Bagian Keenam
Cuti Bersama

Pasal 91

[1] Cuti Betsama bapi PPFK mengikuti ketentuan Cutl
Bersama bapl PNS.

2] PPFK yang karona Jabatannya tidak diberikan hak
atas cuti bersama, hak cutl tahunannya ditambah
sesual dengan jumlah cud bersama rang udak
diberikan.

(3] Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetaphan denpan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh
Pang@glen Kembali Kerja

Fasal 92

(1) PPPE wanp sedang menpgunakan hek atas cub
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 hurul & dan
huruf d, dapat dipanggil kembali bekerja apabils
kepentingan dinas mendesak.

(2] Dalam  hal  PPPK dipanggil kembali  bekerja
sebagaimana dimakeud pada ayat (1], jangka walktu
cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PPPK
yang bersangkutan.

Pusal 93

Ketentuan lebih lanjut rengenal tata cara pemberian cuti
dialur dengan Peraturan BEKN.

BAB Xl
FENGAWASAN TTAN EVALUAS]

Pasal 94

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar,
kode euk dan kode perilaku ASM, seria penerapan Sistern
Berit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi
Femerintah,

Pasal 95 . . .
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Fasal 95

{1) Menteri  melaksanakan  cvaluass  pelaksanaan
kebijakan manajemen PPFK;

{2 Hasil cvaluasi schagaimans dimaksud pada avat (1)
sebagal  daxar  penclupan kebijakean 4 bidang
pendavagunaan PPPK.

BAB X
LARANGAN
Pasal 06

(1] PP dilarang mengangkat pegawai non-PNS danfatau
non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

(2] Larangan schagaimana  dimaksud pada avat (1)
berlaku jupa beg pejabar lwin di lingkungan instansi
pemerintalh vang melakukan pengangkatan pogawai
non-PHS danfatau non-FPPE.

(3] FPK dan pejabat lain yang mengangkat pepawai non-

in

PRE dan/atauw onon-FPPK untuk mengisi jabatan ASN
dikenakan sanksxi  sesumi ketentuan  peraturan
perundang undangarn.

BAB XIv
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlalio,
Pejabat Fimpinan Tinggi Utama tertentu dan Pejabat
Fitnpinan Tingg Madya tertentu vang berasal dari non-
PNE vanpg belum mencapal Batas Usia Jabatan tetap
dapat melaksanakan tugas sampai bulan Desernber
lahun berjalan dan dapat diperpanjang scsual dengan
kKetentuan Peraturan Pomerintah ini.

{2) Pada . ..
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{2) Paids szsl Peraturan Perierintah o rooalal berlakuo,
Pejabat Pimpinan Tinggl MNama teriento dan Pejabeat
PFimpman Tinggl Madya tertentu vang berasal dan non-
PME wang telah mencapai Batas Usia Jabatan
dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja
sesuai dengan Ketenfuan Peraturan Pemerintah .

(3] Pada saat Peratursn Pemerintah ini mulal berlaku,
Pejahal Pimpinan Tinggl Utama dan Pejabat Pimpinan
Tingei Madya yanp berazal dari non-PNS pada jabatan
danfatan instansi yang tidak dapat diisi olebh PPPE
dilakukan petrutysan hubungan perjanjian kerja pada
akhir bulan Desembwxr labhun herjalan

Pasal 98

Seleksi kompetensi leknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 bayi .JF yang wajib mensyaratkan sertifikasi
dilaksanakan paling lambat 5 {lima] tabun  sejak

ditctapkan Peraturan Pemerintah ini.

Puazal 99

(1} Pada saat Peraturan Pemerintab ini mulal berlaku,
Pegawal non-PRS  yang berlugas pada  instansi
pomerintah termasuk pegawal yang bertugas pada
lembaga non struktural, instansi pemerinigh yang
menetapkan  pala  pongelolaan keuangan  badan
levanun  umum/badan  layanan omum  dacrah,
lembaga penyiaran publik, dan perguroan tingg negeri
baru berdasarkan Pergluran Presiden Nomor 1Q Tahun
2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada
Perguruan Tinggi Megan Baru schelum
divndangkannya Peraturan Pemernntah ru, masih

tctap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahur.

(2] Pegawal, ..
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{2 Pegawal Non-PNES dalam janghka waktu palmg lama 5
(lima) tahun sebagaimana dimeaksud pada ayat [1)
dapat dianpkst menjadi PPPK apabila memenuhs
persyaratan sebagabmana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.

{3] Pegawai Non-FNS schagaimana dimaksud pada ayat {1}
diberikar  perlindungan  berupa manfaat jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan
kematian sebapgaimana berlaku bagi PPPR.

(4] Keteptuan  lebih lanjut mengenmi pemberian
perlindungan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan peraturan Mcnten setelab mendapat

pertimbangan leknis dari Menteri YATLE
menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang
keuangan.

Pasal 140

Pada saat Peraturan Pemernintah ini mulai berlaku, apabila
ketentuan  mengensr Gajl dan Tunjangen belum
ditetapkan, PPPK dibenkan gajy dan tunjeangsn scsuad
dengan  ketentuan  gajl dan tungangan PNS vang

besarannya diatuer denpan Peraluran Presiden.

HaB XV
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 101

Peraturan pelaksansan dari Peraturan Pemerinrah ini
harus ditctapkan paling lama 2 {dus) tahun sejak

Petaturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 1012

Peraturan Pemetintab i mulal beclaba pada tanggal
diundangkan

Agar . ..
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Agar setiap ocrang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturen Pemenntsh ini déengan
penempatannya dalam Lembaran Negees Republile

Indanesia.
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TENTANG
MANAJTEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANIIAN KEEJA

MU

Uniuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawal ASN.
Pegawair ASN discrahi tupas unmk melaksanakan lugds pelayanan
publik, tugas pemerntzban, dan tugas pembangunan rertentu. Tugas
pelayanan pubbk dilakukan dengan memberikan pelavanan  atas
barang, jesa, dan/atau pelagvanan administratif yang  disediakan
Pegawa ASH,

Pegawai ASM teedici alas PNS dan PPPE. FFPK adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat leclentu vang diangkar
berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu terienty dalam
rangka meclakzanakan tugas pemerintah.

Untuk dapat merjalankan lugas pelayanan  publik, tugas
pemerintshan, dan  tugas pecmbangunan  tectenty, PPPK hams
memiliki profesi dan Manajemen PPPR yang berdasarkan pada Sistem
Merit ataut perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
vang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikas), kempetensi, dun
kinerja yvang dimiliki oleh caion dalam rekrutmen, pengangkatarn, dan

pencmpatan sejalan dengan tata kelola pemenntahan yang baik.

Manajemen PPPK perlu diatur zecara menyeluruh  dengan
meperapkan nerma, standar, poosedur, dan kriteria. Manajemen PEPK
melipun pernctapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerjz, hak dan
kewgjiban, gaji dan tunjangan, penpgermbangan kempetensi, pernberian
pecnghargaan, disiplin, pematusan hubungan perjanjisn kena, dan
perlindungaun,

Fuang . ..
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Ruang lingkup peratoran pemerintah i meliputi kriteria dan
jabatan PPFK, penetapan kcbutuhan, pengadaan, penilaian kinera,
penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian
penghargaan, disiplin, hak dan kewajiban, permutusan hubunpan
perjanjian kerja, dan pechndungan.

. PASAL DEMI PASAL

Faszal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jclas.

Pazal 3
Cukup jelas.
Pazal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1]
Cukup jelas.

Ayal [2]
Yang dimaksud persyaratan lain adalah  persyararan
khusus yang dibouinhkan oleh jabatan. Contah ; memiliki
Jiwa kewirausahaan yvang binggl seria telah rerbuko dan
diakul secara nasionsl dan internasionsl dalam bidang
ekatrni keeatit untuk jabaran Kepala Badan Elkoeooms
Kreatil.

Aval |3)
Cukup jelas.

Pazal &



Pasal &

Cukup jelas.

Pagal 7

Culup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

FPasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

{Culkup jelas.

Paxal 14

Cubkup jelas.

Pasal 13

Clukup jelas.

Pazal 16

Hurwuf =

FPRELS'DEM
FRFPUBLik 1HOXHESA

Cukup jelas.

Hurui b, .,
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Huruf b

Cukup jelas.,
liurmnf ¢

Cukup jelas.
Hurufd

Culup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf 1

Yang dimaksud dongan lembaga peafesi yang berwenang
adalah lembaga profes: yang diakwi oleh instansi pembing
JF dan/atau organizasi profesi.

Huruf g
Culaup jelas.
Huruf h

Yang dimaksud persvaratan lain edalah persyaratan
kbusus yang dibutuhkan ol=h jabatan. Contoh : tidak buta
warna bag apateker,

Pasal 17

Cubup jelas,

Pasal 18

Cukup jelas.

Pazal 19

Cukup jelas.

Pazal 2

Cubup jelas.
Pasal 21 . ..
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Fasal 21

Cukup jelas.

Fasal 22
Ayat [1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Lji dilakukarn
kompetensi bidang/TEB.

kompetensi

Ayat (3]
i dilakukzan
kompetensi bidang/TKB.

kompetensi

Pazal 23

Culiup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pazal 25
Ayvat [1)
Cubeup jelus,
Avat {2}

dengan  menggunakan  tes

Adengan  menggunakan  tes

Wawancara dilakukan terhadap polamar vang dinyalakan

lulusz sesuai kebutuhan.
Aval [3)

Cubup jelas.
Ayat [4)

Cubup jelas.

Pasal 2& . _ .
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Pasal 26
Avat {1]

Keteplusn mengenai  wji pecsyaratan fisik, psikologis,
dan/alay kesehalan jiwa diperuntukan bagi jabatan PPFPR
yang fidak MEempeTsyaratkon sertifikat dalam
pengisiannya.

Ayat 2]
Cukup jclas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cubkup jelas.

Pasal 30

Cubup jelas.

Pazal 31

Culup jelay.

Pasal 32

Culkup jelas.

Pasal 33

Cukup jelaz.

Pazal 34

Cukup jelas.

Fasal 35 . ..
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Pazal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pazal 37

Culup jelas.

Pasal 38
Cuknp jelas.

Fazal 29

Cukup jelas.

Pasal 440

Cukup jclas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Paxal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas,

Pasal 44

Yang Jdimeaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam
hal ini yaitu peraturan pemerintah yang mengatur mengenal
manajemen PHS.

FPasnl 45

Cukup jelas.

Ma=zal 46 _ . .
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Pa=sal 465

Cubkup jelas,

Faszal 47

Cukup jclas,

Pasal 45

Cukup 1elas.

FPasal 49

Cukup jelas.

Pazal 50

Yarg dimeksud dengan peraturan perundang-undangan dalam
hal i yaitu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai
mmanajemen PHNS.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Culkup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Fasal 54

Cubup jelas.

Pasul 55

Yarg dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam
hal ini yaitu peraluran pemerintah vang mengatur mengenal
jamminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN.

Pasal 56, ..



Pazal 56

Cukup joias.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pazal 54

Cukup jelas.

Pazal 59

Cukup jelas.

Pazal 60

Cukup jelas.

Fazal &1

Cukup clas

Pazal &1

Culup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal o4

Cukup jelas.

Pasal 05

Cukup jelas.

~
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Pasal B6H . . .
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Pazal of
Avat (1)

Yang dimakaud meninggal dunia sdalah meninggal dalam
menjalankan  tugas  kewajibannys  termasuk juga
meninggal dunia vang langsung dinkibatkan oleh Juka
arau cacat mcntal atau cacat fisik yang didapat dalam
nienjalankan tugas kewajibannya,

Avat [2]

Cukup jelas.
Ayat [3]

Cukup jclas.
Avat (4]

Cukup jelas.

Pa=al &7

Cukup jelas.

Fasal 68

Cukup jelas.

Pasal &9
Culup jelas.

Pasal 7O

Culup elas.

Pasal 71

Cukup jclas

Paaal 72

Culoup jelas.

Pasal 73 ...
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Fasal 73

Cukup jolas.

Pasal Td

Cukup jelas,

Pasal 75

Cukup jelas,

Fazal 76

Cukup jclas,

Fasal 77

Cukup jclas,

Paszal 78

Cukup jelas,

FPasal T3

Yanpg dimaksud denpgan “sulit perhubungannya™ adalah alat
ransportasi sangat terbatas dan lokasi sulit dijanghkeaeg.

Pagal A0

Cukup jelas.

Fagga]l A1

Culeup jelas.

Paxsal 82
Culkup jelas.

Pazal B3 . _.
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Fasal 83

Cukup jelas.

Fasal #4

Cukup jelas.

Paszal 35

Cukup jelas.

Pasal &6

Cukup jelas.

Fasal &7

Cukup jelss.

Pazal 348
Awat (1]

Anak yang lahir sebelutn berstatus sebagai FPPK tidak
merjadi perhiutungarn.

Ayal ()

Culkup jelas.

Fasal BS

Cukup jolas.

Pagal B0
Cubkup j=las.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92 , . .
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Pasal 92

Cukup jelas.

Pazal 93
Culup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 35
Culoup jelas,
Paaal 9
Avat (1)
Yang dimaksud pegawar nan-FHN5 dan non-PPPE antlats
laim: pegswal yang saat tru dikenal dengan scbutan tenaga
hoenorer atan sebutan lain.
Avat |2
Cukup jelas.
Avat (3)
Yang dimaksud denpan pejabar lain di lingkungan mglansi
pemerinlah merupakan  pejabat sclain PPK vang
meclakukan pengangkatan pegawal non-PNS dan pon-
FPPK.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 08
Cukup jelas.

Fazal 99, _,
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Fasal 9%

Culkup jelas.

Pasal 100}

Cukup jelay.

Pasal 101

Culoup jelas.

FPasal 102
Culkup jelas.
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